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Kapal Tenggelam Di Malaysia

Legislator Prihatin PMI Jadi Korban

ANGGOTA Korsi XIII DPR
Mafirion menyoroti tragedi teng-
selamnya kapal pengangkut 37
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
non-prosedural di perairan Malay-
stt. Pernstiwa yang mengzakibatkan

Jatuhnya Korban Jiwa iu sangat

memilukan, schingga Pemerintah
tidak boleh melihatnya sebagai
musibah biasa semata.

Menurutnya, prakiik pengiri-
man PMI tlegal yang terus beru-
lang menunjukkan adanya keya-
galan sistemik dalam tata kelola
perlindungan PML Negarabelum
serius menutup Jalur perekrutan
ilegal yang beroperast terbuka di
kantong migran,

“Reformast menyeluruh pada
sistem pengawasan lapangan
mendesak dilakukan demi
mencegah korban baru,” yjamya,
Kamis { 14/5/2026).

Malirion menyebut, sindikal
perekrut PMI ilegal bergerak
leluasa selamma bertahun-tahun
dengan menawarkan pekerjaan
tanpa dokumen resmi kepada
masyarakat, Mercka membiar-
kan para pekerja menghadapr
nistko eksploitasi, kekerasan,
hingga kematian di luar negert.
Persoalan serius it tidak boleh
lag1 dianggap masalah biasa olch
seluruh instanst yang terkait.

Malirion menckankan, Peme-
rintah memiliki kewajiban kon-
stitusional dan moral untuk
melindungt warga negara yang

bekerja di luar negent, Pemenin-
tah diminta tidak hanya fokus
pada penanganan pascakejadian
semata. Akar persoalan penye-
bab prakuk pengiriman tlegal
harus dibongkar hingga tuntas
demi keadilan masyarakat luas.
Dia mendesak Badan Perlin-
dungan Pekerja Migran [ndonesia
(BP2MI) bersama aparat penegak
hukum segera melakukan nyesti-
gast menyeluruh terhadap seluruh
Jaringan 1legal yang terlibat,
Investigasi idak boleh berhentt
pada penanganan korban semata,
“Aparat harus membongkar ak-
tor telekiual yang mengambil
keuntungan agar tragedi serupa
ticik terulang,” tegasnya.
Mairion juga memintz Kom-
nas HAM menyelidiki dugaan
pelanggaran HAM, karena ada
unsur kelalatan negara yang ha=
rus dievaluasi senius. Kegagalan
menghadirkan sistem migrast
aman memblil Warga memperta-
rubkan nyawa melalui jalur ilegal,
Kondisi itu menandakan layanan
migrasi yang terjangkau dan mu-
dah diakses masth belum tersedia,
Selanjutnya, kata dia. Lem-
baga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) wajib memben-
kan perlindungan serta pendam-
pingan hukum dan psikologis
bagt seluruh korban maupun
keluarga mereka. Pasalnya,
masalah PMI ilegal di Malaysia
sudah jadi 1su serius selama 20
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Mafirion

tahun terakhir. Situast i mem-
butuhkan penanganan luar brasa
dari lembaga negaraterkatt demi
menjaga martabat bangsa,

Ratusan ribu PMIilegal, sam-
bungnya, masih berada di Ma-
laysta tanpa dokumen sah dan
hidup dalam kondist sangat rent-
an, Status schagai pekerja asing
ilegal membuat mereka tidak
memiliki perlindungan hukum
memadal serfa rawan mengalan
cksploitast, “Masalah 1dentitas
anak-anak mereka juga jadi
ancaman besar bagi masa depan
keluarga,” ucapnya.

Dia bilang, puluhan nibu anak
PMI ilegal sulit mengakses pen-
didikan dan layanan dasar karena
tidak memiliki dokumen ke-
warganegaraan yang sah. Mereka
jadi korban lemahnya pengawas-
an negara terhadap keberang-

katan tenaga kerja ilegal. Hak
pendidikan serta identitas mereka
hilang sehingga Pemenintah tidak
bolch membiarkan situasi pelik
itu terus berlangsung.

Malirion meminta Pemenntah
segerd melakukan evaluast total
terhadap s1stem pengawasan
keberangkatan pekerja migran di
seluruh pintu keluar, Edukasi ke-
padi masyarakat harus diperkuat
serta pengawasan terhadap agen
Jalur non-prosedural diperketat.
Langkah tegas ity dilakukan demi
memastikan tdak adz lagt pe-
ngiriman pekerja lanpa dokumen
resmi,
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Fransciscus Maria Agustinus
Stbarani menambahkan, persoal-
an PMI non-prosedural harus
ditangani secara menyeluruh me-
lalurberbagai langkah, Penangan-
an lidak hanya dilakukan lewat
tindakan hukum, tapt juga melalu
pencegahan serta perlmdungan.
Sinergt antarlembaga jad: kunct
menyelesaikan masalah yang
sudah lama berfarut-larut,

Negara, kata dia, udak bolch
melihat fenomena PMI non-
prosedural i hanya sebagal pe-
langgaran admmistratf semata.
Karena di dalamnya terdapat
kerentanan terhadap eksploitasi,
kekerasan, hingga polensi tn-
dak pidana perdagangan orang.
Upaya pencegahan bersama ha-
rus dilakukan secara masi{ demi

melindungi warga dan ancaman
kejahatan transnasional,

Dia menyebut, ribuan PMI
dipulangkan dari Malaysia karena
tidak memiliki dokumen lengkap
atau melanggar aturan keimi-
grasian setempat. Mayoritas
dar mereka diketahw berangkat
melalut jalur non-prosedural yang
berbahaya, “Data ity menunjuk-
kan besarnya jumlah warga yang
mempertaruhkan keselamatan
demi bekerja tanpa 1zn resmi di
negara letangga,” katanya,

Sebelumnya, Kementerian
Luar Negeri (Kemlu) mengon-
firmasi 7 WNI meninggal dunia
setelah hilang dalam insiden
kapal tenggelam di perairan
Pulau Pangkor. Malaysia, Di-
rektur Pelindungan WNI Kemlu
Heni Hamidah menyampaikan
kapal pengangkut 37 WNI it
tenggelam pada Senin pagl. Se-
banyak 23 penumpang berhasil
diselumatkan, sementara 14 la-
nya sempat dinyatakan hilang,

Jasad 7 WNI yang ditemukn
meninggal dunia saal ini be-
rada di rumah sakit Perak untuk
proses identifikast. Otoritas
setempal terus melakukan pe-
nanganan lebih lanjut terhadap
seluruh jenazah korban ke-
celakaan kapal itw. Pemenntah
berkomitmen mengawal proses
tersebut hingga seluruh identitas
korban terverifikasi melalui data
kependudukan resmi. mpve
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